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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum pidana terdapat dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan 

hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan perbuatan apa saja yang 

diatur yang dapat mempidanakan seseorang sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Sedangkan hukum acara atau hukum formil mengatur mengenai 

bagaimana mempertahankan dan menjalankan fungsi dari hukum materil.1 

Esensi dari tujuan pelaksanaan hukum acara pidana adalah mencari dan 

menemukan kebenaran materiil demi terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, 

tentram, adil, dan sejahterah.2 Seseorang yang terlibat  dalam proses peradilan 

pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa, diberikan  perlindungan atas 

harkat dan martabat manusia yaitu diberikannya hak-hak tersangka atau terdakwa 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi tercapainya 

kepastian hukum, jaminan, dan hak asasi manusia .3 

Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan hingga 

pengadilan yang telah diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:4 

 
1 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, cet 1 (Jakarta: Djambaran, 2013), hlm. 

76. 
2 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1983), hlm.13. 
3 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2010), hlm. 35. 

 4 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN 

NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 17, Ps. 50 ayat (1), Ps. 19 ayat (1), Ps. 51, Ps. 52, Ps. 53, 

Ps. 54, Ps. 55, Ps. 57 ayat (1), Ps. 60. Ps. 63, Ps. 58, Ps. 31 ayat (1), Ps. 68, Ps. 95 ayat (1), Ps. 95 

ayat (7), Ps. 50 ayat (2) dan (3), Ps. 67. 
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a) Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang; 

b) Hak untuk segera dilakukan pemeriksaan; 

c) Hak untuk segera dilepaskan setelah lewat batas maksimum 

penangkapan; 

d) Hak untuk mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan 

kepadanya; 

e) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 

atau hakim; 

f) Hak untuk mendapatkan juru bahasa; 

g) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau 

penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya; 

h) Hak untuk menghubungi penasihat hukum; 

i) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga; 

j) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari 

rohaniawan; 

k) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter; 

l) Hak untuk meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa 

jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan; 

m) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, apabila ia ditangkap, atau 

ditahan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, dan rehabilitasi 

apabila oleh pengadilan yang diputus bebas atau diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

n) Hak untuk segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan; 
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o) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada majelis 

hakim; dan 

p) Hak untuk mengajukan banding atas putusan tingkat pertama, 

kecuali apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum. 

Selain yang diatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut, 

penyidik atau penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka 

dan terdakwa tidak boleh melakukan upaya pemaksaan, memberikan tekanan, 

ancaman, atau bahkan melakukan penyiksaan.5  

KUHAP memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa, juga 

memberikan sebuah aturan atau pedoman bagi penyidik dan penuntut umum 

dalam menegakkan hukum pidana materiil. Hal tersebut mengatur bagaimana 

sebuah sistem peradilan pidana bekerja, dari tahap penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. 

Hal ini serupa apa yang disampaikan oleh pendapat ahli hukum C. 

Djisman Samosir, yang dimana pembagian KUHAP digolongkan sebagai hukum 

pidana formil yang berfungsi antara lain sebagai sarana mewujudkan hukum 

pidana materiil. Meskipun tidak ada kesamaan pendapat di antara para ahli hukum 

pidana mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari KUHAP, yang pasti 

keberadaan hukum acara pidana itu merupakan dasar dari proses peradilan pidana, 

yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka, penyidik, tersangka 

maupun terdakwa, penuntut umum, hakim, serta advokat.6 

 
5 Ibid, Penjelasan Pasal 52 KUHAP. 
6 C. Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 13. 
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Pelaksanaan proses peradilan pidana tersebut dapat tercapai dengan hasil 

yang baik apabila aparat penegak hukum tepat dalam membuktikan unsur delik 

dalam hukum pidana materiil dan melaksanakan proses peradilan pidana sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, serta memberikan jaminan, 

kepastian hukum dan hak asasi manusia kepada tersangka dan terdakwa.  

Di sisi lain memang penyidik dan penuntut umum melalui KUHAP 

diberikan kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia tersangka dan 

terdakwa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 

dan penyematan status tersangka terhadap seseorang. Salah satu pembatasan hak 

tersangka adalah Penahanan. Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, merupakan 

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau 

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Tindakan penahanan yang 

dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam penetapannya, 

bertujuan untuk mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, 

tidak menghilangkan barang bukti selama proses peradilan. Selama proses 

penahanan tersebut, tersangka juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya 

sebagai tahanan, yang dimana ia ditahan harus sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga dan atau 

rohaniawan,  dan lain sebagainya. 

Tersangka dan terdakwa sejatinya berhak atas peradilan yang adil (fair 

trial). Berdasarkan Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945), yang menyatakan bahwa setiap orang dijamin haknya, beberapa 

diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui 
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sebagai pribadi di hadapan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyebutkan bahwa setiap orang 

diakui sebagai manusia pribadi oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan 

serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di hadapan 

hukum. Menurut Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh 

pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan 

kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan 

kepadanya. Terkahir, menurut Pasal 14 International Convenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) yang menyebutkan bahwa semua orang mempunyai 

kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Setiap orang, 

dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala 

hak dan kewajibannya juga berhak atas pemeriksaan adil dan terbuka untuk 

umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak dan 

dibentuk menurut hukum.  

Ketika aparat penegak hukum yang melanggar prosedur sistem peradilan 

pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dan melanggar beberapa undang-

undang lainnya, maka berimplikasi pada gagalnya mencapai keadilan 

(miscarriange of justice), yang berakibat pada kesalahan pembuktian di 

pengadilan yang membuat seseorang yang tidak bersalah dihukum.7 Sebuah 

lembaga Non Government Organization (NGO) yaitu Komisi Untuk Orang 

Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, salah satu kasus yang 

pernah didampingi oleh lembaga KontraS yaitu kasus salah tangkap yang dialami 

 
 7 KontraS, “Lembar Fakta Rekayasa Kasus oleh Polri”, https://kontras.org/lembar-fakta/ 

yang diakses pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.22 WIB. 

https://kontras.org/lembar-fakta/
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oleh MS yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun, yang ditangkap oleh anggota 

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pinrang pada tanggal 1 Oktober 

2021. Dalam penangkapan tersebut, korban sempat dipukul hingga mengalami 

luka lebam. Padahal, korban sama sekali tidak mengenai apapun mengenai 

tuduhan yang dituduhkan oleh kepolisian tersebut.8 

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) sebelumnya juga pernah 

mendampingi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Unit Jatanras Polda Metro 

Jaya. Kasus 4 (empat) orang Pengamen Cipulir, ditangkap oleh Unit Jatanras 

Polda Metro Jaya, mereka dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan secara 

bersama-sama, setelah mereka menemukan seseorang yang sedang sekarat di 

bawah jembatan Cipulir, Jakarta Selatan di tahun 2013. Setelah diperiksa hingga 

di tahap pengadilan, ternyata di tingkat banding dan kasasi, mereka dinyatakan 

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-

sama tersebut, kemudian mereka mengajukan tuntutan ganti kerugian dan 

rehabilitasi melalui lembaga praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim.9 Atas hal tersebut, apabila 

seseorang tersangka dan terdakwa mengalami kesalahan prosedur peradilan 

pidana yang keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka ia dapat 

melakukan upaya tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi ke lembaga 

praperadilan. KUHAP memberikan kontrol atas pelaksanaan upaya paksa dari 

aparat penegak hukum yaitu melalui lembaga praperadilan, sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, yang dimana kewenangan hakim memeriksa 

 
 8 Ibid.  

 9 CNN Indonesia, “Kilas Balik Salah Tangkap dan Penyiksaan 6 Pengamen Cipulir” 

diakses https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-

tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir pada 16 Januari 2024 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir
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dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang 

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 

penghentian penuntutan. Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk 

menguji (examinating judge) terhadap pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum. Pengujian yang dilakukan secara formal administratif 

dan tidak menyinggung pemeriksaan keabsahan suatu alat bukti dari sangkaan 

atas unsur-unsur delik pidana sebagaimana yang ada di KUHP dan undang-

undang lainnya.10 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan 

frasa penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Menurut amar 

pertimbangan putusan, KUHAP tidak memiliki check and balances atas tindakan 

penetapan tersangka oleh penyidikan karena tidak adanya mekanisme pengujian 

atas keabsahan perolehan alat bukti.11 

Praperadilan pada esensinya merupakan lembaga yang diciptakan untuk 

mengawasi kinerja atau sebagai kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang tertentu, oleh sebab itu dalam 

pelaksanannya diatur dalam KUHAP.12 Kewenangan praperadilan ini dilakukan 

oleh hakim di Pengadilan Negeri yang menitikberatkan proses pemeriksaan secara 

formal administratif, lalu hakim akan menilai apakah tindakan aparat penegak 

hukum tersebut telah sesuai tindakannya sebagaimana diatur dalam KUHAP. 

 
 10 Indriyanto Seno Adji, Praperadilan & KUHAP, cet 1 (Jakarta: Diadit Media, 2015), 

hlm. 2. 
11 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 21/PUU-XII/2014, terkait uji materiil Pasal 77 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
12 Dr. Anang Shophan Tornado, et al. Praperadilan dan Hakim Tunggal (Banjarmasin: 

PT.Borneo Development Project, 2020), hlm.7. 
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Salah satu objek praperadilan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, 

yaitu kewenangan lembaga praperadilan dalam memeriksa permintaan ganti rugi 

dan atau rehabilitasi terhadap proses peradilan yang diluar prosedur undang-

undang, dimana hal ini diajukan oleh pihak dalam hal ini tersangka dan terdakwa, 

yang dirugikan dari suatu proses peradilan pidana. Sebagai contoh, ketika 

seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah di pengadilan dan telah berkekuatan 

hukum tetap, seseorang tersebut dapat mengajukan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 

Salah satu kasus yang menerapkan proses tuntutan ganti kerugian ini adalah, 

Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto. Seorang pengamen Cipulir yang menjadi 

korban ‘salah tangkap’ karena aparat penegak hukum tidak menerapkan prosedur 

KUHAP dalam proses peradilan pidana, atas kasus pembunuhan yang terjadi di 

tahun 2013.13 Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keduanya terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara masing-masing 13 (tiga belas) tahun di 

kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para 

terdakwa tetap di tahan.  

Adapun yang menjadi pembelaan Penasehat Hukum kedua terdakwa yang 

menjadi poin kekeliruan dalam proses penyelidikan hingga penuntutan, Pertama, 

Penyidikan bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan berita acara 

pemeriksaan cacat hukum sehingga dengan demikian berita acara pemeriksaan, 

surat dakwaan dan surat tuntutal batal demi hukum sehingga tidak dapat 

dijakdikan dasar untuk memenjarakan terdakwa. Kedua, Penuntut Umum tidak 

 
13 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, “Hakim Kabulkan Praperadilan Ganti Kerugian 

Pengamen Cipulir” diakses https://bantuanhukum.or.id/hakim-kabulkan-praperadilan-ganti-

kerugian-pengamen-cipulir/ pada 12 November 2022. 

https://bantuanhukum.or.id/hakim-kabulkan-praperadilan-ganti-kerugian-pengamen-cipulir/
https://bantuanhukum.or.id/hakim-kabulkan-praperadilan-ganti-kerugian-pengamen-cipulir/
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professional dan tidak cermat, pertama Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak 

dibuat sesuai dengan ketentuan KUHAP, Penuntut Umum membuat surat tuntutan 

yang tidak berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan hanya berlandaskan 

kepada BAP yang cacat, dan banyak fakta hukum yang terungkap di persidangan 

tidak di pakai penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan penuntutan 

sehingga penuntut umum telah melakukan pelanggaran hukum pasal 185 ayat 1 

KUHAP. Ketiga, Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan mendakwa 

para terdakwa yang bukan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan 

yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara bersama-sama di muka 

umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya 

seseorang dengan demikian para terdakwa harus di bebaskan dari segala 

tuntutan.14 

Pada putusan tingkat pertama, Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ia 

dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara 

bersama-sama.15 Kemudian, Andro dan Nurdin melalui kuasa hukumnya 

mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana 

dalam putusan pengadilan tinggi Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI. Hakim mengadili 

sendiri dan menyatakan bahwa Andro dan Nurdin tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 

primair maupun subsidair dari dakwaan Penuntut Umum.16 

Setelah putusan tersebut incraht atau berkekuatan hukum tetap, Andro dan 

Nurdin melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan ganti kerugian atas apa 

yang dialaminya dalam proses peradilan pidana yang keliru tersebut di lembaga 

 
14  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. 
15Ibid, hlm.2. 
16Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 50./Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., hlm. 17. 
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Praperadilan, karena ia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Dari semua proses penyelidikan 

hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menimbulkan dampak 

kerugian dari materiil hingga imateriil sehingga KUHAP memberikan 

kewenangan kepada lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan memutus 

permohonan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Majelis hakim menetapkan 

sebagaimana dalam Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel, mengabulkan 

permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian, 

memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri 

Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon I dalam hal ini 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya 

dan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Termohon II 

dalam hal ini adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI 

Jakarta. Setelah 2 (dua) tahun menunggu pelaksanaan eksekusi penetapan 

pengadilan tersebut, Andro dan Nurdin mendapatkan uang ganti rugi sebesar 

Rp36.000.000,00. (tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai. 

Adapun putusan yang serupa mengenai permohonan ganti kerugian 

melalui lembaga praperadilan, yaitu Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu. 

Pemohon yaitu Oman Abdurohman dalam hal ini mengalami tindakan penyidik 

diluar prosedur KUHAP, yang mengakibatkan kerugian terhadap Oman.17 Pada  

putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana dalam Putusan Nomor 

15/Pid.B/2018/PN Kbu menyatakan bahwa, terdakwa tidak terbukti secara sah 

 
17Pengadilan Negeri Kota Baru, Penetapan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. 
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dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 365 atau 368 KUHP 

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan tingkat pertama 

dikuatkan dalam putusan tingkat banding sebagaimana dalam Putusan Nomor 

129K/Pid/2019 tertanggal 25 September 2018. Majelis hakim menetapkan 

mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan Termohon I 

telah keliru melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, 

menyatakan Termohon II telah keliru melakukan penahanan dan penuntutan 

kepada Pemohon, menghukum Termohon I (Kepolisian Republik Indonesia cq. 

Kepolisian Daerah Lampung qq Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara qq 

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Abung Timur) dan Termohon II (Kepala 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia qq Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung qq 

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara) untuk mengganti kerugian materiil dan 

imateriil yang dialami Pemohon sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh 

dua juta rupiah) dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi 

atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan petikan penetapan ini kepada 

Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon agar membayar uang ganti 

kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Pemohon sejumlah 

Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Pemohon.18 

Sebagaimana 2 (dua) rujukan penetapan praperadilan tersebut, seorang 

terdakwa yang diadili tanpa prosedur atau terdapat kekeliruan yang diatur dalam 

KUHAP dan terhadap pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut 

Umum, yang pada akhirnya dakwaan atau tuntutan tersebut yang diberikan tidak 

 
18 Pengadilan Negeri Kota Baru, Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu.  
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terbukti di pengadilan, maka akibat hukumnya adalah terdakwa dapat diputus 

bebas oleh pengadilan.  

Berdasarkan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana telah 

disampaikan sebelumnya dalam bab ini, memiliki hak untuk menuntut ganti 

kerugian karena ditangkap, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, 

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 

orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dalam Pasal 95 KUHAP. 

Selain hak untuk menuntut ganti kerugian, Pasal 97 KUHAP juga memberikan 

hak bagi seseorang untuk memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus 

bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya di ayat (2) menyebutkan 

rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan 

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  

Dalam KUHAP, ganti kerugian dapat diajukan melalui proses peradilan 

perdata dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam penyelesaian 

perkara pidana, hal tersebut dibatasi hanya karena adanya proses penangkapan, 

penahanan, penuntutan atau dikenakan tindakan lain yang dilakukan oleh aparat 

penegak.19 Menariknya, di lembaga praperadilan dapat mengajukan permohonan 

tuntutan ganti kerugian di lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam 

KUHAP. Pengertian ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan, 

kerugian karena dikenakan tindakan lain, ialah kerugian yang ditimbulkan oleh 

pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. 

Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada 

 
19 Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum 

Pidana (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.5. 
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pidana yang dijatuhkan. Mengenai jumlah kerugian yang diminta oleh tersangka 

dan atau terdakwa tidak disebutkan secara spesifik di KUHAP.  

 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 

48/2009), juga mengatur tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh tersangka dan 

atau terdakwa sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (1) yaitu setiap orang yang 

ditangkap, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkannya, berhak 

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.  

Pada pelaksanaan Pasal 95 KUHAP ini, terdapat pengaturan teknis 

mengenai pelaksanaan KUHAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (PP 92/2015). PP 92/2015 mengatur mengenai besarnya 

jumlah ganti kerugian yang dapat diajukan oleh Pemohon, yaitu kerugian tidak 

bisa melakukan pekerjaan, hingga kerugian yang menyebabkan kematian. Namun 

dalam PP 92/2015 ini tidak mengatur mengenai kerugian imateriil sebagaimana 

terhadap terdakwa yang tidak terbukti dalam persidangan karena salah penerapan 

pasal yang didakwakan atau menjadi korban ‘salah tangkap’ mengalami kerugian 

imateriil berupa psikologis yang ia alami selama menjalani proses peradilan 

pidana. 

Ganti rugi dalam konteks hukum acara pidana juga bagian dari upaya 

hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan terhadap aparat penegak 

hukum yang dimana aparat penegak hukum tersebut tidak melakukan tugasnya 

sesuai dengan prosedur KUHAP, dan juga dilakukannya tuntutan bersama-sama 
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dengan tuntutan permohonan dalam praperadilan untuk memeriksa apakah 

tindakan penangkapan dan tindakan penahanan sudah memenuhi prosedur dalam 

ketentuan KUHAP.20 Putusan bebas tersebut, dapat menjadi sebagai dasar bagi 

terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan 

diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang ke Praperadilan. Hal itulah yang 

dilakukan oleh Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto, dan Oman Abdurohman, 

secara kerugian materiil dan imateriil ia berhak mengajukan permohonan ganti 

kerugian. 

Kenyataan dalam praktik penegakan hukum, meskipun telah ada ketentuan 

KUHAP dan peraturan lainnya tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

namun dalam penerapannya, ganti rugi kepada seorang yang berstatus sebagai 

tersangka, terdakwa, maupun terpidana dan telah dikenakan tindakan upaya paksa 

tanpa dasar hukum yang sah, karena kekeliruan yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum, masih sulit untuk didapatkan, dan memerlukan upaya hukum 

melalui proses yang panjang bagi orang yang dikenakan tindakan tersebut, 

sehingga tidak memberikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi orang 

yang telah mendapatkan tindakan Batasan HAM tersebut.21 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam 

dan terperinci mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut 

sehingga mudah dipahami, maka dari itu penulis menuangkannya ke dalam skripsi 

yang berjudul “Permintaan Ganti Rugi Sebagai Objek Praperadilan Akibat 

 
20 Heri Purwanto, “Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya 

Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015” Jurnal Media Hukum 

(April 2016) hlm.51-52. 
21 Rahman Amin, dkk., “Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan 

Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”Jurnal Hukum Sasana(April 

2022) hlm. 21. 
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Proses Peradilan yang Keliru (Penetapan Pengadilan Nomor 

98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan, maka terdapat 

rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Penetapan Praperadilan 

Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu 

sehingga dapat dikabulkannya proses permintaan ganti rugi tersebut oleh 

hakim? 

2. Bagaimana proses permintaan ganti rugi di lembaga Praperadilan pasca 

Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 

1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu? 

 

C. Tinjauan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan 

Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 

1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu sehingga dapat dikabulkannya proses permintaan 

ganti rugi tersebut yang diajukan oleh Pemohon dalam kedua kasus 

tersebut. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses permintaan ganti 

rugi di lembaga Praperadilan Pasca penetapan Praperadilan Nomor 

98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan ilmu hukum acara pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan pertimbangan hakim praperadilan dalam mengabulkan proses 

permintaan ganti rugi sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang untuk mengkaji 

ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar putusan hakim dalam 

mengabulkan proses permintaan ganti rugi. 

2. Manfaat Praktis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran, memberi 

informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam 

memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya dalam hukum 

acara pidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait dengan 

pertimbangan hakim praperadilan dalam memutus dikabulkannya proses 

permintaan ganti rugi dalam praperadilan tersebut. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk menghindari semakin luasnya pembahasan dalam menjawab 

permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada 

Penetapan Praperadilan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, yang merujuk pada 

putusan pidana pada Putusan tingkat pertama Nomor: 
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1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan tingkat banding Nomor: 

50/Pid/2014/PT.DKI, dan Putusan tingkat Kasasi Nomor: 1055 K/PID/2014. 

Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu,yang merujuk pada 

putusan tingkat pertama Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kbu, dan putusan tingkat 

Kasasi Nomor 129K/Pid/2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang 

diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 

 

F. Kerangka Teori 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua teori untuk 

menganalisis suatu permasalahan terbatas pada permasalahan dalam penelitian ini, 

yaitu Teori Keadilan dan Teori Ratio Decidendi. 

1. Teori Keadilan 

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kata adil yakni 

tidak sewenang-wenang, berpihak terhadap yang benar dan sama benar. Adil 

memiliki arti yakni sebuah keputusan serta tindakan berlandaskan norma yang 

objektif. Keadilan merupakan suatu konsep relatif yang dimana setiap orang tidak 

sama yang dimana adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnnya, 

saat seseorang menekankan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentu 

harus signifikan dengan ketertiban umum dimana suatu bentuk keadilan diakui. 

Bentuk keadilan mempunyai beberapa variasi dari satu tempat ke tempat lain, 

setiap bentuk mempunyai makna dan seutuhnya ditentukan oleh masyarakat 

sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.22 

 
 22 M. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Jakarta: 

Kencana, 2014), hlm. 85. 



18 

 

 

 Di Indonesia, keadilan dicerminkan  untuk Pancasila dalam sila ke- 5  

(lima) sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sila ke-5 (lima) tersebut mengandung nilai-nilai yang memiliki tujuan dalam 

hidup bersama. Mengenai keadilan tersebut didasari oleh asas keadilan 

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, 

manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan 

negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.23 

 Menurut John Rawls, keadilan ini lebih berfokus pada keadilan prosedural 

yang berhubungan dengan keadilan atau fairness dalam proses. Keadilan dalam 

proses ini merupakan konsep keadilan yang terdapat dalam proses pidana, dimana 

konsep ini harus memiliki karakteristik yang adil dari suatu keadilan yang taat 

terhadap hukum acara, sehingga terciptanya kepastian hukum, peradilan yang 

tidak memihak, pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan adanya 

keseimbangan dalam beracara.24 Mengenai teori keadilan, John Rawls kemudian 

menyatakan bahwa keadilan tidak hanya mempersoalkan konsep moral tentang 

individunya, tetapi keadilan juga meliputi mekanisme dari pencapaian keadilan 

dan bagaimana upaya hukum dalam mencapai keadilan tersebut. Keadilan 

memiliki aspek empiris yang berarti sesuatu yang dinilai adil menurut hukum, 

harus dapat diwujudkan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. 

 Seorang hakim digambarkan sebagai wakil tuhan di bumi untuk 

mengedepankan hukum dan keadilan, sehingga hakim juga dapat diartikan 

sebagai orang yang bertugas dalam menegakkan keadilan, memberikan hukuman 

bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut 

 
 23 Ibid, hlm. 86. 

 24 H. Agus Takariawan, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia 

(Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021), hlm. 54. 
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peraturan yang berlaku, dan membenarkan orang yang benar. Prinsip equality 

dikemukakan oleh seorang filsuf hukum bernama H.L.A Hart, mengatakan bahwa 

suatu kasus yang sama harus diproses dengan cara yang sama, dan kasus yang 

berbeda harus diproses dengan cara yang berbeda pula. Selain itu, Hart 

menyatakan bahwa apabila terdapat keadaan yang menimbulkan suatu kerugian, 

maka dalam kasus seperti ini tidak hanya membahas tentang kompensasi dan 

keadilan, akan tetapi juga apakah hakim adil atau tidak, peradilan diselenggarakan 

secara jujur atau tidak, dan apakah seseorang telah dihukum secara adil atau 

tidak.25 

 

2. Teori Ratio Decidendi 

  Ratio Decidendi merupakan istilah latin diterjemahkan secara harfiah 

sebagai alasan untuk keputusan, the reason atau the rationale for the decision. 

Dasar dari teori ini adalah landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangakan semua aspek yang berhubungan dengan pokok-pokok 

perkara. Istilah Ratio Decidendi dikenal dalam konteks sistem hukum common 

law. Istilah tersebut secara harfiah alasan untuk menjatuhkan putusan (the reason 

for the decision). Pendapat Michael Zander mengenai Ratio Decidendi dalam 

bukunya The Law Making Process, dapat diterjemahkan suatu proposisi hukum 

yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta 

material. Dalam diri hakim juga harus terdapat motivasi yang nyata untuk 

menegakkan hukum serta memberikan keadilan untuk para pihak yang berkaitan 

dengan perkara tersebut.  

 
 25 La Ode Muhammad Iman Abdi Anantome Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah 

Kajian Teori Hukum), Jurnal Al-‘Adl (Januari 2017), Vol. 10 No. 1, hlm. 95. 
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 Ratio Decidendi digunakan pada masyarakat hukum yang merujuk pada 

prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan oleh pengadilan sehingga 

membuat sebuah keputusan. Jadi setiap kasus yang mempunyai unsur ratio 

decidendi adalah alasan yang menetukan inti-inti yang menetukan putusan. Pada 

saat mendengar keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar 

hukum atas dasar putusan yang dijatuhkan. Ratio Decidendi secara hukum 

mengikat pengadilan yang lebih rendah melewati doktrin stare decisis, tidak 

seperti obiter dicta, komentar yang dibuat berkaitan dengan kasus yang mungkin 

relevan atau menarik tetapi tidak menarik dengan keputusan hukum.26 

 Menurut Goodhart membuat suatu pendekatan yang terpusat pada fakta 

fakta sebagai material oleh persidangan hakim. Ia menyingkat aturan untuk 

menemukan ratio decidendi dari suatu kasus, sebagai berikut:27 

1) Prinsip dari sebuah kasus tidak ditemukan dengan alasan yang diberikan 

dalam opini; 

2) Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum tertulis dalam opini; 

3) Prinisp belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari seluruh fakta 

kasus yang bisa dipastikan, dan putusan hakim; 

4) Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari : 

(a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan; 

(b) putusan hakim sebagai dasar dari mereka. 

 
 26 Berry Ballen Saputra, “Ratio Decidendi Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Asal 

Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencurian Uang (Perbarengan Tindak Pidana), Online 

Journal System UNPAM (2021), hlm. 730. 

 27 Ibid, hlm. 730. 
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 Dengan prinsip-prinsip diatas dalam mencari prinsip perlu dengan 

membangun fakta apa yang diadakan untuk menjadi immaterial oleh hakim, 

prinsip tersebut mungkin tergantung pengecualian sebanyak penyertaan. 

 Berdasarkan teori ratio decidendi, Hakim juga diharuskan untuk 

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:28 

1) Pendidikan; 

2) Kemanusiaan; 

3) Kemanfaatan; 

4) Penegakan Hukum; 

5) Kepastian Hukum dalam setiap putusan. 

 

G. Kerangka Konseptual 

1. Sistem Peradilan Pidana 

 Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu 

isitlah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan 

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem Peradilan Pidana di 

dalam KUHAP adalah suatu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal 

justice system). Sistem tersebut diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi 

fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan 

yang diberikan Undang-Undang.29 Sistem Peradilan di Indonesia tidak hanya 

diatur didalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini 

 
 28 Ibid, hlm. 110. 

 29 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan 

dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 90. 
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KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berhubungan dengan sistem peradilan pidana.30 

 Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud 

dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri 

dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. 

Mardjono mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen dalam sistem 

peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga 

Pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu 

integrated criminal justice system. 

 

2. Praperadilan 

 Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan 

fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka 

oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah 

pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang 

yang ada padanya sesui dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam 

melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai 

akibat dari tindakan meyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan 

rehabilitasi. 

 Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai 

tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya 

 
 30 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem 

Peradilan Pidana di Beberapa Negara (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013), hlm. 145.  
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mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah atau 

tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, 

penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. 31 

 Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri 

Belanda. Lembaga Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan 

pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di 

Eropa Tengah memberikan peranan Rechter Commisaris suatu posisi yang 

mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), 

penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.32 

 

3. Korban 

 Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 

diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak 

yang di rugikan.33 Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat 

mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. 

Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan 

adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban pada dasrnya tidak hanya orang 

orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari 

perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ 

kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau 

 
 31 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 

hlm. 9 

 32 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 88. 

 33 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 

63 
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tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami 

kerugianketika membanyu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah 

viktimisasi.   

 

H. Metode Penelitian  

 Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah 

kegiatan yang dilakukan secara ilmiah, untuk melakukan analisa suatu peristiwa 

dan mengkonstruksikan suatu peristiwa hukum dengan menggunakan metode 

tertentu, sistem tertentu, dan konsistensi tertentu.34 Penulis dalam melakukan 

penelitian ini akan mengkaji, menganalisa, dan mengkonstruksi sebatas dalam 

penelitian ini secara substansi, struktur, dan budaya hukum. Adapun metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran 

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.35 Dalam pembahasan penelitian hukum normatif 

lazimnya dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai 

norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan 

sebagai relaitis/hukum yang hidup.36 

 

 
34 Soerjono Soekanto, Pengertian Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 

1986), hlm, 42. 
35Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat) (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13-14. 
36Ibid, hlm. 2-6 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

Dalam membahas isu hukum penelitian ini, pendekatan perundang-

undangan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, yaitu 

KUHAP, dan peraturan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

a. Pendekatan kasus (case approach) 

Dalam membahas isu hukum penelitian ini, pendekatan kasus 

membangun argumentasai hukum dalam perspektif kasus konkrit yang 

terjadi di lapangan.  Kasus yang dimaksud adalah yang telah memperoleh 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penulis 

mengkaji 2 (dua) penetapan praperdilan yang dibutuhkan dalam penelitian 

terkait permohonan ganti rugi sehingga dapat digunakan sebagai 

argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan dari penelitian normatif ini merupakan dengan 

menggunakan data penelitian sekunder. Data Sekunder dalam penelitian 

normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum terseier: 

a) Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

yaitu menggunakan peraturan-peraturan yang sebatas dalam penelitian ini 

yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar tahun 1945;37 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);38 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman;39 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;40 

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014; 

6) Keputusan Menteri Keuangan 983/KMK.01/1983 tentang Tata 

Cara Pemberian Ganti Kerugian;41 

7) Penetapan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel) dan; 

8) Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu). 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk 

menganalisis pada bagian bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder 

ini adalah buku teks hukum, undang-undang, rancangan undang-undang, 

kamus hukum, pendapat hukum, dan anotasi putusan pengadilan. 

 
37 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. 
38 Indonesia, Op.Cit. 
39 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 

157 Tahun 2009, TLN No. 5076. 

 40 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, PP No. 92 Tahun 2015, LN 290 Tahun 2015, TLN 5772. 

 41 Keputusan Menteri Keuangan, Putusan No. 983/KMK.01/1983. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum (black law 

dictionary) atau KBBI. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan 

data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

literatur, dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan bahan hukum 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yakni data yang 

diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian akan di analisis 

secara kualitatif untuk dapat menggambarkan kejelasan permasalahan 

yang dibahas dengan menggunakan data kepustakaan. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Berdasarkan dari latar belakang, pertanyaan penelitian, teori 

hingga metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti dalam 

meneliti skripsi ini dengan cara deduktif yaitu dengan cara mengambil 

kesimpulan tersebut pemikiran dan pembahasan yang bersifat umum 
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menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat menggambarkan 

tujuan yang diinginkan. 
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